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Abstrak
 

UU Cipta Kerja mengubah beberapa pengaturan perizinan, termasuk perizinan bangunan gedung. Tahun

2021 lalu, MK mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUU�XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta

Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal

strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan termasuk membentuk peraturan pelaksana baru. Dalam

pengimplementasiannya, penyelenggaraan PBG mengalami kendala di daerah, dalam penelitian ini adalah

Kota Serang. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa

studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan pihak terkait.

Dalam penelitian ini, kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan PBG setelah UU Cipta Kerja masih

menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Kewenangan tersebut masih sama dengan

regulasi bangunan gedung sebelum UU Cipta Kerja. Hubungan kewenangan pusat dan daerah terlihat dari

terintegrasinya pemerintah pusat dan daerah melalui sistem SIMBG yang mana pemerintah pusat dapat

melakukan pengawasan langsung terhadap izin yang diterbitkan oleh daerah. Adapun kendala yang dihadapi

oleh Kota Serang dalam penyelenggaraan PBG setelah UU Cipta Kerja adalah tidak adanya penyesuaian

regulasi daerah terhadap UU terbaru. Sehingga, penyelenggaraan PBG terhambat termasuk penarikan

retribusinya yang menyebabkan perolehan PAD menurun. Putusan MK tersebut tidak berimplikasi terhadap

pembentukan regulasi PBG di daerah mengingat pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan yang

sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, penulis berharap

Kota Serang dapat segera mengesahkan Perda PBG yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan

peraturan turunannya. Hal tersebut sebagai solusi permasalahan penyelenggaraan PBG di daerah terutama

dalam hal retribusi.

......

Law of the Job Creation led to changes in building permit regulation. In 2021, the Constitutional Court of

Indonesia issued Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 which stated that the Law of the

Job Creation was unconstitutional so its implementation related to strategic matters and had a broad impact

should be suspended, including forming new implementing regulations. There are some constraints on the

level of local government in the implementation of building permits. This research uses juridical-normative

methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary

legal materials, as well as conducting interviews with related informants. In this research, implementation of

PBG after the Law of the Job Creation is still a regional authority implemented by DPMPTSP. This

authority is still the same as the building regulations before the Law of the Job Creation. The relationship

between central and regional authorities can be seen from the integration governments through the SIMBG

system where the central government can conduct direct supervision of permits issued by the regions. The

constraints faced by local governments is there are no regulatory adjustments in the regional level. This
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caused the issuance of building permits to be obstructed including the retribution that reduced regional

revenues. The Constitutional Court's decision has no implications for the implementation of PBG in the

regions considering that local governments just implement policies that have been stipulated in several

implementing regulations of Law of the Job Creation. Therefore, the author hopes that Serang City can

immediately establish PBG Regulation which has been adjusted to the new regulations.


